BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran penyuluh hukum dalam pembinaan kesadaran dan
budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu telah
dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum secara langsung dengan
metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan tersebut telah
sesuai secara normatif dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor
36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum. Namun demikian,
pelaksanaannya belum optimal karena kegiatan penyuluhan hukum hanya
dilakukan satu kali dalam satu tahun, belum terbentuknya paralegal
masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan Kelompok Keluarga Sadar
Hukum (Kadarkum). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
peran penyuluh hukum masih lebih berfokus pada penyampaian informasi
hukum dan belum sepenuhnya mencapai tahap pemberdayaan masyarakat
secara berkelanjutan.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran dan budaya
hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring meliputi dukungan pemerintah
kelurahan, partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan
hukum, serta adanya kerja sama antara pemerintah kelurahan dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Adapun faktor penghambat
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meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya frekuensi kegiatan penyuluhan
hukum, keterbatasan jumlah penyuluh hukum, belum terbentuknya
paralegal masyarakat, serta belum optimalnya budaya hukum masyarakat.
Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward IlI,
hambatan tersebut berkaitan dengan aspek sumber daya, komunikasi, dan
struktur birokrasi yang belum berjalan secara optimal dalam mendukung
pelaksanaan program pembinaan Kelurahan Sadar Hukum.

3. Dalam perspektif Figh Siyasah, pelaksanaan pembinaan kesadaran dan
budaya hukum masyarakat di Kelurahan Bentiring pada dasarnya telah
sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum.
Penyuluhan hukum merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah
dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan
ketertiban sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun
demikian, pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya optimal
karena masih terdapat keterbatasan dalam pembinaan berkelanjutan dan
penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi
peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dan Pemerintah
Kelurahan Bentiring agar tujuan pembinaan masyarakat sadar hukum

dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu
Diharapkan dapat meningkatkan intensitas pelaksanaan penyuluhan
hukum melalui penambahan frekuensi kegiatan pembinaan Kelurahan
Sadar Hukum, serta mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia.
Selain itu, perlu dilakukan penguatan program pembentukan dan pelatihan
paralegal masyarakat agar pembinaan hukum tidak hanya bersifat
informatif, tetapi juga pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan Bentiring
Diharapkan dapat meningkatkan peran aktif dalam mendukung program
pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, khususnya dengan mengoptimalkan
pembinaan kelompok Kadarkum serta mendorong masyarakat untuk
mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Selain itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menumbuhkan
kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan yang berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dengan
tidak hanya mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga
menerapkan pemahaman hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mewujudkan lingkungan
yang tertib dan sadar hukum.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya yang mengkaji pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,
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khususnya dalam perspektif hukum tata negara dan figh siyasah. Penelitian
selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih
luas atau dengan lokasi penelitian yang berbeda untuk memperoleh

gambaran yang lebih komprehensif.
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